BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk sosial, yaitu mahkluk yang berkodrat hidup dalam
masyarakat, sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan
adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu
berhubungan satu sama lain disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuha-
kebutuhan hidupnya, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan
dalam hubunganya

Setiap manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah
dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai
hak dan kewajiban yang selalu diperhatikan orang lain dalam sama juga memikul
kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan
kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya
bentrokan antara berbgai kepentingan.

Salah satu institusi atau pranata siosial yang mengandung nilai sosial
ekonomi dalam Islam adalah Gadai. Gadai adalah salah satu ketentuan Allah
untuk menusia dalam rangka kegiatan saling membantu antar sesama, Yaitu
dengan memberikan pinjaman dengan ada jaminan.

Dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah menjadi sunnatullah sebagai
makhluk sosial, manusia harus saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat al-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar
syi‘ar-syi‘ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa-id, dan
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang
mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu
dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya *

Sebagai makhluk sosial saling berinteraksi (bermuamalah) dalam
memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya seperti berinteraksi dalam hal yang
mengandung nilai sosial ekonomi sperti gadai (rahn). Gadai (rahn) adalah salah
satu ketentuan Allah SWT untuk manusia dalam kegiatan saling membantu antara
sesama manusia, yaitu dengan memberikan pinjaman dengan jaminan.

Gadai menurut Bahasa, gadai (al-rahn) berarti al-subut dan al-habs yaitu
penetapan dan penahanan.’ Gadai (rahn) berarti Atsubutu wa Dawamu artinya

tetap dan kekal, atau al-Habsu wa Luzumu artinya pengekangan dan keharusan

! Dadin Ardiansyah dkk, Al-Quran dan Terjemahanya (Jakarta Selatan: Group PT. Insan
Media Pustaka, 2012), him. 102

2 Dimyaudin Djuwaini. pengantar Figh Muamalat, (Yogyakarta:pustaka Pelajar, 2008),
him. 262



dan juga bisa berarti jaminan.® Gadai (al-rahn) menurut istilah syara’ adalah akad
yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu yang mungkin diperoleh bayaran
dengan sempurna darinya.* Gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
yaitu penguasaan barang milik piminjam oleh pemberi pinjaman sebagai
jaminan.®> Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan adalah marhun, pihak yang
menyerahkan jaminan adalah rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan
disebut murtahin. Secara umum gadai (rahn) dikategorikan sebagai akad yang
bersifat derma sebab apa yang diberikan rahin kepada murtahin tidak ditukar
dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah bentuk utang
bukan penukaran atas barang yang digadaikan.

Gadai (rahn) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas
pinjaman yang diterimanya. Barang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.
Dengan demikian pihak yang memperoleh jaminan untuk dapat mengambil
kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan
bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.®

Konsep gadai (rahn) adalah jaminan atas barang yang dapat dijual sebagai
jaminan hutang, dan kelak nanntinya dapat dijual untuk membayar utang, jika

yang berutang tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan.’

® Abdul Rahman Ghazaly. Figh Muamalah. (Jakarta Kencana Prenada Media Group,
cetakan ke 2, 2010)

* Hendi suhendi. Figih Muamalah, (Jakarta PT. Grafindo Persada, 2014) him. 105

® KHES pasal 20 ayat 14 hlm. 15

® Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia
Institute, 1999), him. 184

" Moh Rifa’i, Konsep Perbankan Syari’ah Umum,(Semarang: CV. Wicaksana, 2002),
him. 89.



Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya membayar utang, maka
pemilik barang gadai wajib melunasinya dan penggadai wajib menyerahkan
barangnya dengan segera. Apabila pemiliknya tidak mau membayar utangnya dan
tidak mau memberi izin kepada penggadainya untuk menjualnya, maka hakim
(pengadilan) dapat memaksa pemilik barang membayar utang atau menjual
barangnnya. Kemudian jika barang gadainya telah dijual, dan ada kelebihan harga
penjualan dari pada utangnya, maka kelebihannya itu menjadi hak pemiliknya.
Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutup utangnya, maka
kekurangannya harus ditutup oleh pemilik barang gadai itu.®

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah
diungkapkan oleh ulama fikih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun
tentang pemnafaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa
dijumpai dalam Kkitab-kitab fikih, dalam pelaksanaanya tidak menutup
kemungkinan adanya penyimpangan dari peraturan yang ada.

Setiap pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan Jumhur
Fukaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat
barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini
termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan

termasuk riba, Rasulullah SAW Bersabda sebagai berikut:
ols) Ly sédiaiia 5a a8 8B U505 06 08 4 il (o) e B

& Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997) him. 126.



Artinya: “Dari Ali r.a, ia berkata, Rasulullah bersabda, setiap utang yang
menarik manfaat adalah riba” (Riwayat harits bin Abi Usamah).’

Menurut Sayyid Sabiq yang di kutip oleh Sohari Sahrani tindakan
memanfaatkan barang gadaian tidak ada ubahnya giradh yang mengalirkan
manfaatnya dan setiap bentuk giradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.°

Kegiatan gadai yang terjadi di Kp. Anjung, Desa. Tanjungsari, Kab.
Tasikmalaya merupakan suatu kebiasaan yang terjadi secara turun temurun.
Praktek gadai ini diawali oleh kebutuhan masyarakat yang seringkali mendesak
dan mereka tidak memiliki jalan lain untuk mendapatkan uang kecuali dengan
menggadaikan barang yang ada, sebenarnya sepintas ptaktek ini seperti gadai
tetapi pada kenyataannya ini merupakan praktek utang-piutang yang disertai
jaminan. Masyarakat di Desa Tanjungsari biasa menyebutnya dengan praktek
gadai pohon kelapa. Yang menarik dalam praktek gadai yang terjadi di Desa
Tanjungsari adalah barang yang digadaikan bukan hanya berupa sawah atau
kendaran saja tetapi banyak juga yang menggadaikan pohon kelapa.

Salah satu yang pernah melakukan gadai pohon ini adalah Ibu Dede
Rohayati Pada bulan april 2017 Ibu Dede Rohayati memerlukan uang untuk
keperluan sekolah anaknya. Kemudian Ibu Rohayati meminjam uang kepada Pak
Herman dengan jaminan 5 pohon kelapa di salah satu kebunnya. Kesepakatan
yang terjadi antara lbu Dede Rohayati dan Pak Herman pada saat itu adalah

pertama, Pak Herman akan meminjamkan uang kepada Ibu Dede Rohayati sebesar

® Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram dan penjelasannya, (Jakarta Timur: Ummu
Qura, 2015, cet ke-1), him. 627
19 Sohari Sahroni, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) him. 160



Rp.500.000 kedua, Ibu Dede Rohayati boleh mencicil utangnya kepada Pak
Herman sampai lunas tanpa batas waktu, ketiga, Pak Herman boleh memanen
pohon kelapa itu sampai Ibu Dede Rohayati melunasi utangnya

Dalam satu bulan pohon kelapa bisa satu kali panen, dalam satu kali panen
jika kelapa itu dijual bisa menghasilkan uang rata-rata sebesar Rp, 10,000 per
pohon kelapa, di kalikan 5 pohon kelapa yaitu menjadi Rp 50,000. Berarti dalam
satu tahun Pak Herman bisa mendapatkan Rp, 600,000. Dari hasil gadaian pohon
kelapa itu. Sedangkan Ibu Dede Rohayati bisa mencicil ssmampunya, hingga saat
ini tahu 2019 Ibu Dede Rohayati belum bisa melunasi utangnya. Sehingga Pak
Herman masih memanfaatkan hasil dari barang gadaianya yaitu pohon kelapa.

Selintas dalam praktek gadai ini terlihat Pak Herman sangat dermawan
karena meminjamkan uangnya kepada Ibu Dede Rohayati tanpa batas waktu,
tetapi sebenarnya ini hanya sebagai trik agar Pak Herman bisa memanfaatkan
barang gadaian itu yakni pohon kelapa dengan lebih lama. Penghasilan yang
didapatkan dari Pak Herman dari pohon kelapa tersebut bisa jadi sebagai imbalan
dari tenggang waaktu yang diberikan kepada Ibu Dede Rohayati atas
pinjamannya.

Dari permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk menelitinya
karena pelaksanaan gadai pohon kelapa di Desa Tanjungsari di Desa Tanjungsari
ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kemudian penelitian
tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul, “Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Pohon Kelapa di

Desa Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya”



B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini memang masalah yang sudah biasa terjadi
dimasyarakat yaitu meminjam uang dengan cara gadai. Tapi yang menarik dalam
penelitian ini adalah barang yang digadaiakan berupa pohon kelapa dan penggadai
bebas memanfaatkan barang gadaian tersebut berikut keuntungannya. Keuntungan
ini tidak ada bedanya dengan bunga. Ketika penggadai mendapatkan keuntungan
dari pohon kelapa tersebut karena pihak yang menggadaikan belum bisa
mengembalikan uangnya, ini ini sama halnya seperti seseorang meminjam uang
dengan imbalan bunga karena pemberi utang memberi tambahan waktu. Maka
fokus penulis dalam penelitian ini adalah pemanfaatan barang gadaian oleh
penggadai berikut keuntungannya, apakah praktek seperti ini dirasa adil untuk
kedua belah pihak karena mengingat membantu kesulitan sesama manusia
merupakan sautu kebaikan  dan tolong-menolong bukan untuk mencari
keuntungan sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan permasalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat
beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan gadai pohon kelapa di Desa Tanjungsari Kecamatan

Salopa Kabupaten Tasimalaya.?
2. Bagaimana harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan gadai
pohon kelapa di Desa Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasimalaya?

3. Bagaimana maslahat dan mafsadat dari adanya gadai pohon kelapa di Desa

Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya?



C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanan gadai pohon kelapa di Desa Tanjungsari
Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap
pelaksanaan gadai pohon kelapa di Desa Tanjungsari Kecamatan Salopa
Kabupaten Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui maslahat dan mafsadat dari adanya gadai pohon kelapa di
Desa Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
a. Bagi Akademik

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perbandingan
penemuan-penemuan penulis dalam masalah pelaksanaan gadai yang berkembang
dimasyarakat.

b. Bagi Penulis Lain

Referensi untuk pengembangan penelitian dan dasar atau acuan penelitian
lain, khususnya penelitian tentang masalah gadai yang berkembang di masyarakat.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan masukan terhadap masyarakat dalam masalah gadai

mana yang sesuai dengan syariah dan tidak sesuai dengan syariah.



b. Bagi Peneliti

Menambah khazanah pengetahuan tentang pelaksanaan gadai yang

berkembang di masyarakat, dan juga sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana

E. Studi Terdahulu

Penelitian ini tentang pelaksanaan gadai pohon kelapa di Desa Tanjungsari

Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya belum pernah dilakukan, Akan tetapi,

penyusun menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan skripsi ini:

NG Plgﬁg;?[i Judul Peneliti Persamaan Perbedaan
1 Sahidin Pelaksanaan Persamaannya Perbedannya yaitu,
(2008) Gadai Sawah di | yaitu, marhun | pelaksanaan gadai
Desa  Citapen | sama-sama sawah ini pihak rahin
Kecamatan diambil tidak berhak
Cihampelas manfaatnya atau | mengambil kembali
Kabupaten di manfaatkan | sawahnya sebelum
Bandung Barat | oleh murtahin | murtahin mendapatkan
dan rahin tidak | keuntungan dari hasil
mendapatkan pemanfaatan dan
prensentasinya, pengelolaan sawah
tempo waktunya | tersebut, dan murtahin
tidak di | harus mendapat
tentukan.*! keuntungan  sebesar
uang yang

dinpinjamkannya
2 Nurkholis | Tinjauan Figih | Persamaannya Perbedan nya yaitu
(2012) Muamalah yaitu, marhun | pelaksanaan gadai
Terhadap sama-sama mobil ini  diamana
Pelaksanaan diambil murtahin menyewakan
Gadai Mobil di | manfaatnya atau | kembali mobil rahin
Desa di manfaatkan | oleh  murtahin  dan
SumberJaya oleh murtahin | dalam  presentasinya
Kecamatan dan rahin tidak | rahin tidak
Tambun Selatan | mendapatkan mendapatkan hasil

! Moch.Fickri Adeilfi. “Pelaksanaan gadai pohon di Desa Bolang Kecamatan Tirtajaya,
Kabupaten Karawang (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2016)
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Kabupaten prensentasinya, pemanfaatannya.
Bekasi tempo waktunya
tidak di
tentukan.'?
Hasiyah | Tinjauan Hukum | Persamaannya Perbedaanya yaitu
(2018) Islam  Tentang | yaitu, marhun | gadai pohon duku ini
Sisteam sama-sama menggunakan tiga akad
Perjanjian diambil yaitu akad rahn, gardh,
Dalam  Gadai | manfaatnya oleh | dan ijarah, dalam
Pohon Duku | murtahin dan | sistem perjanjian ini.
(Studi di Desa | rahin tidak | pihak murtahin
Wana mendapatkan ia  mengelola dan
Kecamatan persentasinya menikmati hasil dari
Melinting tempo waktunya | kebun pohon duku yang
Kabupaten tidak dijadikan jaminan oleh
Lampung Timur) | ditentukan.™ rahin sampai ia mampu
melunasi hutangnya
dan jika pihak rahin
sudah mampu
mengembalikan
hutangnya tapi pihak
murtahin belum

menikmati hasilnya 2
atau 3 kali maka pihak

rahin  belum  bisa
mengambil kebun
pohon  duku yang

dijadikan jaminan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan tersebut, perbedaan

terlihat dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian yang akan

2 Nurkholis : Bandung yang berjudul “Tinjauan Figih Muamalah Terhadap
Pelaksanaan Gadai Mobil di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Seaalatan Kabupaten
Bekasi, (Bandung: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati: 2012)

3 Hasiyah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sisteam Perjanjian Dalam Gadai Pohon
Duku (Studi di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur (Lampung:
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018 )
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diteliti menitik beratkan pada rahin, dimana ada pemanfaatan terhadap marhun
yang bisa mengurangi keutuhannya sehingga bila di manfaatkan termasuk riba. Ini
bertolak belakang dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang rahn.
F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang kebutuhan manusia akan
barang dan jasa. Ini berarti adanya ekonomi sejalan dengan adanya kebutuhan
manusia yang bersifat materi. Dalam bagian yang komprehensif, Islam telah
menerangkan tentang konsep ekonomi, salah satunya tercantum dalam konsep
rahn atau dikenal dengan istilah gadai (rahn).

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio yang di kutip Zainudin Ali, gadai
(rahn) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas
pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai
ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk
dapat menngembalikan kembali seluruh atau sebagian piutangnya.**

Sebagai dasar hukum pinjam meminjam dengan jaminan Allah berfirman

dalam Surat al-Bagarah(2) ayat 283 sebagai berikut:
059 30 35 s 1R ol (43R e (0 3 88 i e e 56 (5
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Artinya: jika kamu dalam perjalana (dan bermu’amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada baranng
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu
menunaikan utang amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada
Allah tuhannya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan™

14 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), him. 3
15 Dadin Ardiansyah dkk, Al-Quran dan Terjemahanya...hlm. 49
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Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnnya, yaitu surat al-Bagarah

(2): 282, tentang harusnya dilakukan pencatatan jika dilakukan utang-piutang

(yang kemudian dijadikan dasar ditumbuh kembangkannya ilmu pencatatan dalam

keuangan syari’ah). 16

Berdasarkan Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002
tentang rahn sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak menahan marhun (barang)
samapai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun
tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak
mengurangi nilai marhun dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti biaya
pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban
rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan maehun tidak boleh ditentukan

berdasarkan jumlah pinjaman.

o

Penjualan Marhun

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingati rahin untuk segera
melunasi utangnya

b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual

paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

16 Jaih Mubarok dan Hasanudin , Fikih Muamalah Maliyah, Akad Tabaru, (Bandung:
Simbiosa Rekatama Media 2017), him. 217
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c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, pemeliharaan
dan penyimpanan yang belum dibayar serta penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya
menjadi kewajiban rahin.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i kepemilikan penggadai atas
barang yang di gadaikan tidak menjadi syarat gadai'’ Harta benda yang
digadaikan adalah suatu amanat bagi orang yang berutang atas orang yang
memberikan utang, bukan menjadi pemilik bagi orang yang memberi utang,
makanya apabila barang tersebut rusak atau hilang di tangan yang memegangi, ia
tidak mengganti kalau bukan karena kelalaiannya, tetapi sebaliknya jika
kerusakan itu karena kelalainya maka ia harus menggantikannya.

Akad gadai (rahn) merupakan akad yang bersifat aksesori (mengikuti / al-
taba’iyah) terhadap akad yang melahirkan utang-piutang, yaitu akad jual beli,
sewa, atau akad gardh. Pada umumnya, akad rahn terjadi karena utang-piutang
atas akad gard yang tidak boleh adanya pengambilan manfaat atasnya (riba al-
gardh). Meskipun secara teoritis utang-piutang tidak mesti timbul karena akad
gardh.

Dalam kitab al-Muamalat al-maliyah al-mu ashirah, Wahbah al-Zuhaili
menjelaskan pendapat ulama tentang bolehnya penggunaan barang jaminan
(marhun) sebatas untuk menjaga atau memeliharanya agar nilai atau kualitas
barang jaminan tidak berkurang. Murtahin tidak boleh memanfaatkan atau

menggunakan marhun, kecuali atas izin pemiliknya (rahin). Hasil pemanfaatan

7 Hasbi Ash-Shioddieqy, pengantar Figh Muamalah (Jakarta: Bulan bintang 1984), him.
306
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marhun yang dilakukan atas izin rahin menjadi milik murtahin, sedangkan hasil
pemanfaatan marhun yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya merupakan
perampasan (al-ghasab) terhadap milik rahin marhun masih milik rahin.
Karenanya, pertambahan baik secara alamiah maupun diusahakan, atas marhun
menjadi milik rahin (kaidahnya adalah al-tabi’ tabi’). Apabila marhun rusak
karena dimanfaatkan tanpa izin, kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab
pengguna untuk memperbaikinya. Apabila marhun hilang karena penggunaan
tanpa izin, pengguna bertanggung jawab untuk menggantinya.®

Pada dasarnya barang gadai tersebut tidak dapat diambil manfaatnya oleh
pemilik barang maupun oleh pemegang gadai, pemilik barang tidak memiliki hak
sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, sedangkan hak
pemegang gadai menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan serta
memanfaatakan barang gadai tersebut, tetapi sebagai pemilik apabila barang
gadainya mengeluarkan manfaat hasilnya menjadi milik dirinya. Sebagaimana

diterangkan dalam hadits Nabi sebagai berikut:
W AR5 il anlia be G S0 Y allg adle A e A 0505 065 5 0 o) e
(aSIally cabs Al 5155 ) dank adle 5 Ak
Artinya: “dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda: “barang
siapa yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang
menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dang tanggung jawablah bila ada

kerugian” (HR. Darugqthni)."

18 Jaih Mubarok dan Hasanudin , Fikih Muamalah Maliyah, Akad Tabaru... him. 230
19 |bnu Hajar Al-Asgalani, Bulughul Maram dan penjelasannya... him. 626.



15

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja
dalam gadai ada jaminannya. riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam
pelaksanaannya ditemukan bahwa rahin harus memberikan tambahan kepada
murtahin ketika membayar utang atau ditentukan syarat-syarat tertentu lainnya
kemudian syarat itu dilaksanakan.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, jumhur
fukaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang
gadaian tersebut, sekalipun rahin mengijinkannya, karena hal itu termasuk kepada
utang yang dapat menarik manfaat, sehingga apabila di manfaatkan termasuk riba.

Menurut Imam Ahmad, seperti dikutip dari buku Hendi Suhendi bahwa
jika barang gadaian beruapa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang
ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil
manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan
yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.?

Hukum Islam telah mengatur dengan tegas dalam pelaksanaan gadai yang
tidak mengandung kemadharatan bagi yang lainnya contohnya ada unsur riba atau
yang lainnya. Syari’at Islam telah melarang unsur-unsur tersebut yang membawa
pada dampak yang tidak maslahat.

Walaupun pada dasarnya gadai itu boleh, akan tetapi masalah teknis gadai
dalam al-Qur’an tidak jelas, apalagi culture (adat), maka adat kebiasaan dapat
dijadikan hukum, sebagaimana Kaidah Fikhiyah disebutkan:

ia&as sl

2 Hendi suhendi. Figih Muamalah.... him. 108 dan 111
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Artinya: “adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”?*

Adapun adat kebiasaan (urf) yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari

di masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1.

2.

Tidak bertentangan dengan nash baik al-Quran maupun al-sunnah.

Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahan
termasuk didalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.

Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang
bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdhah

Dari beberapa persyaratan tersebut maka adat kebiasaan itu secara

kualitatif terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1.

Urf shahih (adat kebiasaan yang benar), yakni kebiasaan yang telah menjadi
tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syara’, tidak menghalalkan
yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya seorang laki-laki
yang melamamar seorang wanita dengan memberikan hadiah, bukan sebagai
mahar. Kebiasaan semacam ini tetap dijadikan pegangan dalam memutuskan
perkara, sebab adat kebiasaan tersebut telah dijalankan oleh masyarakatdan
menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

‘Urf fasid, yakni kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang
bertentangan dengan dalil syara’. Misalnya, kebiasaan dalam perjanjian yang

memungut riba. Kebiasaan-kebiasaan semacam itu semestinya dihilangkan

?! Syahrul Anwar, llmu Figh dan Ushul Figh, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), him 56
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setelah diketahui bertentangan dengan syariat islam. Demikian pula bahwa
kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut tidak dapat di jadikan pegangan
dalam menetapkan hukum. Kebiasaan semacam itu hanya dibolehkan dalam
keadaan terpaksa, sebagaimana kaidah ushul disebutkan:

S 5 Ei 553 il

Artinya:’keadaan terpaksa membolehkan hal-hal yang dilarang.*

Adapun stiap bentuk muamalah dimana rahn adalah salah satu yang benar-
benar dapat bermanfaat dan dapat kemaslahatan bagi manusia harus mengandung
prinsip-prinsip muamalah yaitu diantaranya:

1. Asas tabadul al-manafi, yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus
memberi keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat

2. Asas Pemerataan, yaitu asas penerapan prinsip keaadilan dalam bidang
muamalah yang menghendaki agar harta itu harus terdistribusikan secara
merata diantara masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin.

3. Asas An-Taradin atau suka sama suka, asas ini menyatakan bahwa setiap
bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harta berdasar kerelaan
masing-masing

4. Asas Adamul al-Gharar, asas ini berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah
tidak boleh ada tipu daya sehingga salah satu pihak merasa dirugikan dan

mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dan perikatan

22 syahrul Anwar, Ilmu Figh dan Ushul Figh, ... him 56
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5. Asas al-Birr wa al-Tagwa, yang menekankan terciptanya kebaikan-kebaikan
dan ketakwaan pada setiap transaksi yang dilakukan dalam  berbagai
bentuknya

6. Asas Musyarakah, yang menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah
merupakan kerja sama antara pihak yang saling menguntungkan bukan aja
bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat.?®

Para Ulama sepakat bahwa gadai disyari’atkan sebagai jaminan atas
hutang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang gadai dipegang oleh si
pemegang gadai tersebut sampai yang menggadaikan membayar utangnya.

Sedangkan Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa barang tersebut hanya semata-

mata tersangkut paut dengan utang. Untuk membayar utang-utang tersebut oleh

murtahin, barang yang digadaikan itu boleh dijual, apabila hutangnya tidak
dibayar. Marhun (barang gadaian) yang dijadikan jaminan oleh rahin para ulama
sepakat mrhun sebagai persyaratan dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat
dijual untuk memenuhi hak murtahin.?*

Adapun syarat sah akad gadai sehingga gadai di bolehkan sebagai berikut:

1. Berakal

2. Baligh

3. Barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad meski tidak lengkap.

4. Brang tersebut diterima oleh orang yang memberi utang (murtahin) atau

wakilnya.?®

% Juhaya S. praja, filsafat Hukum Islam, (Bandung: Universitas LPPM, 1995) him. 113-
114

2 Rahmat Syafi’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), him. 164

% sayyid Sabig, Figih Sunnah, (Bandung: Al-Ma’arif, 2004), him. 141
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Transaksi gadai sebagai suatu tindakan manusia yang telah diatur
ketentuan hukumnya menunjukan akan pentingnya syarat-syarat tertentu yang
harus dipenuhi, terutama oleh dua pihak yang melakukan transaksi yaitu
penggadai dan yang menggadaikan, adapun sebagai peristiwa yang berhubungan
dengan hak-hak kemanusiaan, transaksi gadai akan dengan sendirinya
memunculkan akibat-akibat yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak
bertransaksi. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi
syarat terlaksananya gadai adalah pelaksanaan suatu sistem ekonomi perusahaan
yang secara langsung. Bentuk muamalah yang membawa kepada kepada
kemaslahatan hidup manusia tanpa ada pihak yang dirugikan atau dizalimi pada
dasarnya dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip al-Quran dan al-
Sunnah, karena aspek muamlah Islam merupakan aspek ijtihadi dan dapat terus
berkembang sesuai dengan perkembangan hidup manusia.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjungsari Kecamatan Salopa
Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat dengan pertimbangan tempat yang dekat
dengan daerah rumah peneliti. Adapun penelitian ini dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk

mendeskripsikan, apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-

upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretaskan kondisi-
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kondisi yang saat ini terjadi atau ada.® Kemudian penelitian tersebut di teliliti
dengan hukum ekonomi syariah melihat fenomena-fenomena yang terjadi apabula
ada yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
2. Sumber Data

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari
sumber data primer dan data sekunder.
a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden yang dijadikan
objek penelitian. Adapun responden yang dijadikan objek penelitian terdiri dari 2
orang yang di wawancarai yaitu Ibu Dede rohayati sebagai (rahin) dan Bapak
Herman sebagai penerima gadai (murtahin).
b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library
research), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap leteratur-
literatur yang berupa buku-buku wajib, catatan-catatan kuliah serta bahan-bahan
yang berhungan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian.?’
3. Jenis Data

Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan dengan pendekatan

kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan

%6 Moh.Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) him. 10
2" Cik. Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Peneliatian dan Penulisan Skripsi,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003 ) him.64
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dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan
metode ilmiah.?
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan data
diantaranya:
a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.
Dalam penelitian ini, penulis mengadakan observasi langsung kelapangan yaitu
meneliti para pelaku pelaksanaan gadai sampain menemukan masalah yang akan
dijadikan bahan untuk penelitian.
b. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan
untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian yang
dilaksanakan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara bertanya
langsung kepada masyarakat yang terlibat atau tidak dalam pelaksanaan gadai
pohon kelapa yaitu. (1) Ibu Dede Rohayati (rahin), (2) Bapak Mamat (rahin), (3)
Bapak Herman (murtahin)
c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang
berhubungan dengan teori dan masalah yang akan dibahas, serta mengumpulkan
dokumen-dokumen di Desa Tanjungsari yang menunjang terhadap masalah yang

akan diteliti.

% |mam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek, (Jakrta: Bumi Aksara,
2013), him. .80
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5. Analisi Data
Dari hasil pengumpulan data melalu observasi, wawancara dan studi
pustaka kemudian analisa data yang digunakan dihubungkan dengan kajian
penelitian, yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah. Langkah-langkah yang
dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:
a. Mengumpulkan data yang sudah didapatkan baik data primer maupun data
sekunder agar sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
b. Menghubungkan setiap data yang ditemukan dihubungkan dengan teori dalam
kerangka pemikiran.
c. Menyesuaikan data-data dan teori-teori dengan metode kualitatif.
d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang terkait dengan memperhatikan

rumusan masalah yang diteliti.



